
 

  

BERITA  NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA  
No.868 , 2023  KEMEN DES-PDT. Dana Desa.  
 

 
PERATURAN MENTERI  

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN  2023  

TENTANG  
RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  

 
DENGAN RAHMAT TUHA N YANG MAHA ESA  

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  

 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi tentang Rincian Prioritas Pen ggunaan Dana 

Desa;  
 

Mengingat  : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 t entang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3.  Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambaha n Lemb ar an Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495)  sebagaimana telah diubah 

dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara R epubli k 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;  

4.  Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Ta mb ahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);   

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara R epublik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 

6 Tahun 2 014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan  Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 202 3 Nomor 100 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883 ); 

7.  Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 192);  

8.  Peraturan Ment eri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trans migrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1256) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen terian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
823);  

 
MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI  DESA , PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG RINCIAN 
PRIORITAS PENGGUNAAN DAN A DESA.  

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM  
 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1.  Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwe nang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional y ang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  
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2.  Dana Desa  adalah bagian dari transfer ke daerah yang 

diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk 
mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembanguna n, pemberdayaan masyarakat, 

dan kemasyarakatan.  
3.  Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenanga n 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
Desa yang telah dijalankan oleh Desa  atau  mampu dan 

efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 
perkembangan Desa dan praka rsa masyarakat Desa.  

4.  Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama  lain  

yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah 
musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, 

pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa 

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.  
5.  Perangkat Daerah adalah  unsur pembantu kepala 

Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah.  

6.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia ya ng dibantu oleh Wakil Presiden dan 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

7.  Pemerinta h Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerin tahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.  

8.  Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Desa.  
9.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  yang  

selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan 

pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.  
10.  Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutny a disebut 

RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun.  

11.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selan ju tnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan Desa.  

12.  Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan p rogram 
dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan 

daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan 
Dana Desa.  

13.  Padat Kary a Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, 
yang bersifat produktif den gan mengutamakan 

pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi 
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, 

mengurangi kemi sk inan, dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat.  
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14.  Sustainable Development Goals Desa yang selanju tnya 

disebut  SDGs Desa adala h upaya terpadu pembangunan 
Desa untuk percepatan pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan.  
15.  Tenaga Pendamping Profesional adalah su mb er daya 

manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di 

bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian.  

16.  Kementerian adalah kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, 

pembangu nan daerah tertinggal, dan transmigrasi.   
17.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan  

pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah 

tertinggal, dan transmigrasi.  
 

Pasal 2  
(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk  mendanai 

pembangunan dan pemberda yaan masyarakat.  
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan 
kewenangan Desa  sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Menteri ini .  
(3) Prioritas Penggun aan Dana Desa dalam pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian 
tujuan SDGs Desa.   

 
Pasal 3 

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2  ditujukan untuk  memberikan ma nf aat sebesar -

besarnya bagi masyarakat Desa  dalam rangka:   
a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;  
b.  peningkatan kualitas hidup manusia; serta  

c. penanggulangan kemiskinan.  
 

BAB II  
RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  

 
Pasal 4 

Prioritas Penggunaan Dana Des a untuk pembangunan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan 
melalui:  

a. pemenuhan kebutuhan dasar;  
b.  pembangunan sarana dan prasarana Desa;  

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan  
d.  pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelan ju tan.   

 
Pasal 5 

(1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:  

a. pencegahan dan penurunan stunting  di Desa:  
b.  perluasan akses layanan kesehatan sesuai 

kewenangan Desa ; 
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c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani ; 

dan  
d.  penurunan beban pengeluaran  masyarakat miskin . 

(2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b te rdiri 
atas:  

a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan 
Desa;  

b.  pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka 
pengent asan kemiskinan dan kawasan kumuh ; 

c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan 

listrik alternatif di Desa  bagi desa yang belum dialiri 
listrik ; 

d.  pembangunan sarana dan prasarana transportasi ;  
e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan 

komunikasi ; 
f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka 

peningkatan kualitas sumber daya manusia 

masyarakat desa ; 
g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka 

peningkatan keterlibatan masyarakat secara 
menyeluruh dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa ; dan  
h.  pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka 

mitigasi dan penanganan bencana alam dan 

nonalam . 
(3) Rinci an pengembangan potensi ekonomi lokal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri 
atas:  

a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan 
kapasitas pengelol aan badan usaha milik 

Desa/badan usaha milik Desa bersama ; 
b.  pengembangan usaha ekonomi produktif yang 

diutamakan dikelola oleh badan usaha milik 

Desa/badan usaha milik Desa bersama ; dan  
c. pengembangan Desa wisata . 

(4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan ling ku ngan 
secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf d terdiri atas ri ncian : 
a. pemanfaatan energi terbarukan;  
b.  pengelolaan lingkungan Desa; dan  

c. pelestarian sumber daya alam Desa. 
 

Pasal 6  
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan 

masya rakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dilaksanakan melalui:  
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 

masyarakat hidup sehat;  
b.  penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;  
c. pengembangan ka pasitas ekonomi produktif dan 

kewirausahaan masyarakat desa;  
d.  pengembanga n seni budaya lokal;  dan  
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e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi 

dan penanganan bencana alam dan nonalam.  
 

Pasal  7 

(1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 
masyarakat  hidup  sehat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf a terdiri atas : 
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 

masyarakat hidup sehat  dalam rangka pencegahan 
dan penurunan stunting  di Desa;  

b.  penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 
masyara kat hidup  sehat dalam rangka 
penanggulangan penyakit menular dan  penyakit 

tidak menular;  
c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 

masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi 
pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; 

dan  
d.  penyelenggaraan prom osi kesehatan dan gerakan 

masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan prekursor narkotika . 

(2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pembang unan desa sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 
6 huruf b terdiri atas:  
a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka 

perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan 
pendataan perkembangan desa;  

b.  penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan 
pangan nabati dan he wani;  

c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara 
menyeluruh dalam pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa;  

d.  peningkatan kualitas sumber daya manusia warga 
masyarakat desa ; dan  

e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka 
pengembangan listrik alternati f di D esa untuk 

mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.  
(3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan 

kewirausahaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal  6 huruf c terdiri atas:  
a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan 

kewira usahaan masyarakat Desa ;  
b.  pendirian, pengembangan, dan peningkatan 

kapasitas pengelolaan badan usaha milik 
Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan  

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang 

diutamakan dikelola oleh badan usaha milik 
Desa/badan usaha milik Desa bersama.  

(4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d melalui peningkatan 

kapasitas seni budaya warga Desa . 
(5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka 

mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri 

atas:  
a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam 

kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana 

alam ; dan  
b.  penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam 

kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana 
nonalam atau kejadian luar biasa.  

 
Pasal  8 

Pengelolaan keuangan  dalam rangka  pelaksanaan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan  perundang -undangan yang mengatur 

mengenai pengelolaan keuangan Desa.  
 

Pasal 9  
Prioritas Peng gunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 4  dan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  dilaksanakan 

berdasarkan petunjuk operasional sebagaimana tercantum 
dalam Lampira n yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini.  
 

BAB III  

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
 

Pasal 10  
(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4  dan  Pasal 6 dibahas, disepakati, dan 
ditetapkan dalam Musyaw arah Desa penyusunan RKP 

Desa.  
(2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam berita acara.  

(3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dila ksanakan mengikuti tahapan 

perencanaan pembangunan Desa s esuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan yang 

mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa.  
 

Pasal 11  
(1) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud 

dal am Pasal 4  dan Pasal 6  dilaksanakan melalui 
swakelola den gan mendayagunakan sumber daya lokal 

Desa.  
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diutamakan menggunakan pola Pa dat Karya Tunai Desa.  
(4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja 
paling sedikit 50% (lima puluh persen)  dari dana 
kegiatan Padat Karya  Tunai Desa.  
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Pasal 12 

(1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai 
pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui 
swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama 

antardesa.  
(2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -und angan.  

 
Pasal 1 3 

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa.  
(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan cara:  
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan 

Prioritas Penggunaan Dana D esa; 
b.  menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;  
c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB 
Desa; dan/ atau  

d.  terlibat aktif melakukan sosial isasi Prioritas 
Penggunaan Dana Desa.  

(3) Pemerintah Desa  wajib melibatkan mas yarakat dalam 
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.  

 

Pasal 1 4 
(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari 

RKP Desa.  
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun berdasarkan:  
a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidas i data 

SDGs Desa;  
b.  rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data 

perkembangan desa;  

c. data lainnya untuk mendukung penyusunan RKP 
Desa; dan  

d.  aspirasi masyarakat Desa.  
(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me njadi pedoman 
dalam penyusunan APB Desa.  

 

BAB IV  
PUBLIKASI  

 
Pasal 1 5 

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.  

 

Pasal 1 6 
(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri 

atas:  
a. hasil Mu syawarah Desa; dan  
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b.  data Desa, peta potensi dan sumber daya 

pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP 
Desa, Rincian  Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan 
dokumen APB Desa.  

(2) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b minimal memuat nama keg iatan, lokasi kegiatan, 

dan besaran anggaran.  
 

Pasal 1 7 
(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

di lakukan melalui sistem informasi Desa, dan/atau 

media publikasi lainnya yang berada di ruang publik 
serta mudah di akses oleh masyarakat Desa.  

(2) Publikasi  penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
dilakukan secara swakelola dan partisipatif.  

 
Pasal 18  

(1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  15  dikenai sanksi administratif berupa:  

a. teguran lisa n; atau  
b.  teguran tertulis.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan 
hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan 

masyarakat Desa.  
 

BAB V  
PELAPORAN 

 
Pasal 19  

(1) Kepala Desa menyampaikan lapo ran penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.  

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan dalam bentuk dokumen digital 
menggunakan sistem informas i Desa yang disediakan 

oleh Kementerian.  
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lakukan 

paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa 
ditetapkan.  

(4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, 
Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa  kep ada Menteri dalam bentuk 
dokumen fisik.   

(5) Penyampaian laporan sebagaimana di maksud pada ayat 
(4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.  
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BAB V I 

PEMBINAAN  
  

Pasal 20  

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan 
pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi 

Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan 
kewenangannya.  

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga 
Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang - undang an . 
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.  
 

BAB VI I 
KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 21  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 

Agar setia p orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengun dangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Be rita Negara Republik Indonesia.  

 
Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 27 Oktober 2023  
 

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  

DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLI K INDONESIA,  
 

ttd.  
 

ABDUL HALIM ISKANDAR  
 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  1 November 2023  
 

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  

KEMENTERIAN  HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  

 
ttd.  

 

ASEP N. MULYANA  
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